SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah
dalam melakukan antisipasi dan penanganan dampak
penularan COVID-19, dapat melakukan pengeluaran yang
dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak
terduga dengan mempedomani tata cara pelaksanaan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten

Magetan;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

10.

11.

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Magetan.



3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

S. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;

7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
severeacute respiratory syndrome-corona virus-2.

8. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat
RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana yang diajukan oleh perangkat

daerah teknis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga dalam

rangka penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan
belanja tidak terduga dalam rangka penanganan COVID-19 yang
bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib,
transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan dan penatausahaan;
b. pertanggungjawaban;dan

C. pengawasan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud
Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam perubahan rancangan APBD.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak
terduga.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah
menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka

penanganan COVID-19, yaitu:



a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait
dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan
menangani dampak penularan COVID-19 kepada PPKD;

b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan
verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada
kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;

c. kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dapat membuka rekening untuk menampung
pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pencairan dana untuk antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan
mekanisme LS atau TU sesuai sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;

e. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat
daerah yang mengajukan RKB;

f. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri
oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang
mengajukan RKB;

Pengajuan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, setelah berkoordinasi dengan gugus tugas Pemerintah

Daerah dan/atau reviu Inspektorat.

RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan

untuk:

a. penanganan kesehatan;

b. penanganan dampak ekonomi; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Rincian prioritas dalam RKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dalam rangka kegiatan penanganan Covid-19

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB,
bertanggungjawab secara formal dan material terhadap
belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19 yang dikelolanya;

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan
penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan
oleh kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB,
kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi
penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab
belanja, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap tetap berada di SKPD;

Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD
menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang
diungkapkan secara memadai pada CalLK; dan

Dalam hal terdapat usulan RKB baru, guna penanganan
COVID-19, Perangkat Daerah terkait dapat mengajukan
kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB
sebelumnya selesai.

Tatacara pengadaan barang dan jasa serta ketentuan
pelaksanaan perpajakan dalam rangka pecegahan dan
penanganan dampak penularan COVID-19 berpedoman
pada ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Inspektorat melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 36




